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Abstract : Indonesia is a country based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which respects and 

upholds human dignity. Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities provides high expectations for 

persons with disabilities that they have the same opportunities as other normal people to get a job when in reality not all 

employment opportunities provide equal opportunities for persons with disabilities, so this article only provide facultative justice, 

the impact of which is that it is difficult for persons with disabilities to find work and even if they do find work, it is not uncommon 

for persons with disabilities to be discriminated against in the workplace. The recruitment of candidates for civil servants (CPNS) 

for persons with disabilities is a manifestation that every citizen has the right to have equal opportunities in government to 

implement the principle of equality. Although there are already formations for people with disabilities, they have not provided 

equal space and justice for all types of disabilities. There are a number of requirements for applicants with disabilities in certain 

institutions where the criteria for disabilities that can apply are being able to see, hear and speak well, then also be able to move 

using a walking aid other than a wheelchair. This discriminatory requirement will clearly close the opportunity for the blind, deaf, 

speech impaired and physically disabled to participate in the selection of CPNS admissions. Article 45 of Law Number 8 of 2016 

concerning Persons with Disabilities, which stipulates that the Government and Regional Governments are required to ensure a 

fair and non-discriminatory process of recruitment, acceptance, job training, job placement, work continuity, and career 

development and without discrimination to Persons with Disabilities. discrimination, all persons with disabilities have equal 

opportunities, what will determine later is the competence and capability of each during the selection process. Therefore, it is 

necessary to interpret the laws and regulations on future concepts and ideas related to legal protection for persons with disabilities 

in the recruitment system for prospective civil servants from a human rights perspective. 
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Abstrak. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas memberikan harapan yang tinggi bagi penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki kesempatan 

yang sama dengan manusia normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan padahal kenyataannya tidak semua kesempatan 

kerja memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga pasal ini hanya memberikan keadilan 

fakultatif yang dampaknya adalah menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan kalaupun mereka 

melakukannya Cari pekerjaan, tidak jarang penyandang disabilitas didiskriminasi di tempat kerja. Rekrutmen calon pegawai 

negeri sipil sipil (CPNS) penyandang disabilitas merupakan wujud bahwa setiap warga negara berhak memiliki kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan untuk menerapkan prinsip kesetaraan. Meskipun sudah ada formasi untuk penyandang 

disabilitas, mereka belum memberikan ruang dan keadilan yang sama untuk semua jenis disabilitas. Ada sejumlah 

persyaratan bagi pelamar penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria difabel yang dapat mendaftar adalah 

dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain 

kursi roda. Persyaratan diskriminatif ini jelas akan menutup kesempatan bagi tunanetra, tunarungu, tuna wicara dan cacat 

fisik untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memastikan proses rekrutmen, penerimaan, 

pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tidak diskriminatif serta tanpa 

diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas. Diskriminasi, semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang 

sama, yang akan menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Oleh karena 

itu, perlu diinterpretasikan peraturan perundang-undangan tentang konsep dan gagasan ke depan terkait perlindungan hukum 

bagi penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari perspektif hak asasi manusia. 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Disabilitas, Hak Asasi Manusia 

 

PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang 

secara alamiah melekat pada manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipelihara. "Hak itu sendiri 

merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, imunitas dan 

menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga martabatnya" (Tim ICCE UIN, 2003, 199). Dalam amandemen 
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keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM), penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan 

dan pemajuan dalam UUD 1945 tidak semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan. 

Pandangan HAM yang semakin dianggap penting sebagai isu global, namun karena merupakan salah satu syarat negara 

hukum. 

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban untuk 

mengimplementasikan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia, antara lain 

Deklarasi Wina 1993 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia. Penyandang Disabilitas. Hal ini 

menjadikan Indonesia bagian dari komunitas global yang berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk 

mewujudkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam 

setiap aspek kehidupan. Mandat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan bahwa 

setiap negara harus menetapkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 

Visi dan misi Presiden RI yaitu Presiden Jokowi yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (sembilan) 

agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan pribadi. Visi dan misi 

tersebut meliputi kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM. Dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi serta kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan dan melanjutkan 

implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional 

Penyandang Disabilitas (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan. , kemanusiaan dan 

inklusivitas lansia menjadi satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM). 

Peraturan mengenai penyandang disabilitas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyandang Disabilitas, namun pengaturan ini tidak memiliki perspektif hak asasi manusia. Isi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas lebih bersifat welas asih (charity based) dan pemenuhan 

hak-hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya hanya 

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas 

seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia 

yang bermartabat. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011, menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah 

Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas 

berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari 

eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, serta berhak untuk menghormati integritas mental dan 

fisiknya atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk termasuk hak untuk memperoleh perlindungan di bidang 

ketenagakerjaan dalam rangka kemerdekaan. 

Hasil dari konvensi tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. 

Pemerintah berkewajiban mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam undang-undang, termasuk memastikan 

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan 

komunikasi. 

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sehingga 

sudah sepantasnya dalam konteks pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, penyandang disabilitas juga berhak 

atas kesempatan kerja yang layak, salah satunya kesempatan untuk menjadi bagian dari PNS, yang ditandai dengan 

terbitnya Peraturan Menteri. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2019 yang dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menyiapkan formasi umum dan 

khusus bagi penyandang disabilitas. 

Adanya rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk kesadaran bahwa setiap warga 

negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan. Tujuannya untuk menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk bagi penyandang 

disabilitas yang akan mendaftar sebagai CPNS. 

Meskipun sudah ada formasi untuk disabilitas, diskriminasi masih terjadi pada formasi disabilitas, yang belum 

memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi semua jenis disabilitas. Ada sejumlah persyaratan bagi pelamar 

penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria disabilitas yang dapat mendaftar adalah mampu melihat, 

mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. 

, tuli, tuna wicara dan lumpuh untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS. 
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Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, 

kelangsungan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tidak diskriminatif serta tanpa diskriminasi terhadap 

penyandang disabilitas. Diskriminasi, semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, yang akan 

menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Tahap rekrutmen ini 

merupakan tahapan yang sangat penting dari mekanisme seleksi dan penempatan CPNS, jika sistem rekrutmen tidak 

baik maka dikhawatirkan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas di pemerintahan tidak akan terwujud. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas berbagai peraturan 

perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi penyandang disabilitas. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari perspektif hak asasi manusia. 

 

Tinjauan Pustaka 

Teori Negara Hukum 

Philipus M. Hadjon, said that: 

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak lepas dari ide dasar rechtsstaat. Hal ini dapat dipahami dalam banyak 

hal, antara lain karena Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut gagasan rechtsstaat yang 

lahir di Jerman pada akhir abad XVIII. Legalitas yaitu semua hukum harus "positif". Ini berarti bahwa hukum harus 

dibentuk secara sadar, lanjutnya berpendapat, bahwa gagasan rechtsstaat menempatkan posisi "wetgever" menjadi 

penting karena hukum "positif" yang dibentuk diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi rakyat, antara 

lain melalui distribusi kekuasaan (Philipus M.Hadjon, 1994: 4). 

 

Teori Keadilan 

Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum, namun ada 

tujuan yang jauh lebih penting yaitu tujuan hukum, yaitu keadilan. Menurut (Notohamidjojo, 1975:84) mengatakan 

bahwa: 

"Ada tujuan hukum yang lebih dalam dan esensial, yaitu bahwa hukum mengarah pada keadilan. Hukum yang 

tidak mengarah pada keadilan bukanlah hukum. Hukum yang dibatalkan dalam hal keadilan, mewujudkan alat 

paksaan, alat kekuasaan daripada pemerintahan diktator. Oleh karena itu, kita yang dipanggil untuk 

menggembalakan hukum, perlu tetap waspada agar hukum yang kita gembalakan mengarah pada keadilan dan 

memenuhi keadilan". 

Tujuan akhir hukum adalah keadilan, yang harus dicapai melalui lembaga hukum dan independen dalam suatu 

negara. Hal ini menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi 

hukum. 

 

Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi 

 Dengan meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, Negara kemudian disadarkan 

akan pentingnya pengakuan bahwa "penyandang disabilitas adalah manusia yang sama dengan manusia lainnya, setara 

haknya dan bebas menentukan pilihan, oleh karena itu ada hak khusus bagi kelompok penyandang disabilitas" (Fadhli, 

2014:  357). Hak-hak khusus bukanlah hak-hak khusus, tetapi hak-hak ini diberikan agar para penyandang disabilitas 

mampu mempertahankan identitas, ciri dan tradisi khasnya. "Hak-hak khusus serta perlakuan non-diskriminatif sama 

pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi 

sangat penting dalam hak asasi manusia" (Soeprapto, 2012:16). 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian tentang prinsip-prinsip hukum dan 

sistematika hukum, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum 

positif" (Ibrahim, 2005:240). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutory, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem 

komputerisasi yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 

Indonesia telah membangun dan mengubah paradigma penyandang disabilitas menjadi lebih baik. Hal ini 

tercermin dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, 
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paradigma penyandang disabilitas adalah dari perspektif welas asih ke perspektif pemberdayaan. Disabilitas lebih 

dikenal oleh masyarakat sebagai penyandang disabilitas, namun pada saat ini tidak lagi menggunakan istilah 

penyandang disabilitas dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas karena kesan negatif yang terkandung 

dalam penggunaan istilah penyandang disabilitas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: 

"Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam 

waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang 

menyulitkan untuk berpartisipasi. penuh dan efektif atas dasar persamaan hak". Perubahan terminologi ini mengubah 

paradigma penyandang disabilitas di Indonesia dari pendekatan berbasis kasih sayang menjadi pendekatan berbasis 

hak. Akibatnya, mengatasi masalah penyandang disabilitas tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi 

juga pada penyediaan dan pemeliharaan lingkungan fisik untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas. 

Aksesibilitas menurut Pasal 1 angka 8 UU Penyandang Disabilitas adalah fasilitas yang disediakan bagi 

penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesempatan yang sama. Dalam Pasal 19 UU Penyandang 

Disabilitas disebutkan bahwa hak aksesibilitas meliputi hak untuk: a) memperoleh aksesibilitas untuk memanfaatkan 

fasilitas umum dan b) memperoleh akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia untuk 

memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, salah satunya penyandang 

disabilitas yang kebutuhannya harus dilindungi dan dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1, Hak Asasi Manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan rahmat-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Penghormatan dan martabat terhadap hak asasi 

manusia adalah hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi antar sesama makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa, selalu dapat memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini. Dalam UU HAM, mengatur hak setiap orang 

dalam bekerja diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak 

memilih pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, bakat, keterampilan dan kemampuannya. Selain itu, syarat-

syarat yang diatur dalam perjanjian kerja juga tidak diskriminatif antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan 

memiliki beban yang sama. Yang terpenting adalah setiap orang di tempat kerja berhak atas upah yang adil sesuai 

dengan prestasi yang diberikan dalam pekerjaannya. 

Salah satunya adalah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, yaitu rekrutmen 

CPNS. Kebijakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan 

Pelaksanaan CPNS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permen PAN RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 membuka kuota jumlah formasi bagi penyandang disabilitas minimal 2% dari total 

formasi untuk instansi pusat dan kuota penyandang disabilitas di instansi daerah minimal 1%, sedangkan dilihat dari 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi tahun 2017, formasi dibuka sebanyak 0,44% dari total formasi 

yang ada untuk instansi pusat (CPNS, 2018). Namun, sebanyak 2.892 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, 

hanya mencakup 0,013% dari total populasi penyandang disabilitas (SUPAS 2015) di Indonesia, yaitu 21.843.588 

penduduk, bahkan jika dikritisi lebih dalam, jumlah penyandang disabilitas yang lolos CPNS 2018 berpotensi lebih 

sedikit. 

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas dalam 

rangka menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang disabilitas dan ketenagakerjaan. Tubuh UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas 

kehidupan yang layak. Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, remunerasi yang layak dan perlakuan 

yang adil dalam setiap hubungan kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna setiap orang disini adalah setiap orang 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi untuk mendapatkan 

pekerjaan, dalam hal ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan diperlakukan secara 

adil dalam bekerja. 

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas (Convention Concerning the Rights of Persons with Disabilities). Konvensi Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

diadopsi pada 13 Desember 2006. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi 

penyandang disabilitas, mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, membuat lingkungan fisik yang 

dapat diakses, memberikan perlindungan dalam situasi berisiko, memastikan akses ke pendidikan, perawatan 

kesehatan dan kesempatan kerja. 



Nazifah. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas  dalam Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari 

Perspektif Hak Asasi Manusia 

 

336 

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang disahkan pada 

tanggal 10 November 2011. Dalam konvensi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, 

negara wajib menjamin hal-hal sebagai berikut: 

a) Hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja sehingga penyandang disabilitas bebas memilih pekerjaan yang 

mereka inginkan dan memastikan lingkungan kerja yang inklusif. 

b) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hal persyaratan dalam hubungan kerja, jenjang 

karier, upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. 

c) Menciptakan kesempatan yang sama dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam upah dan kondisi kerja 

yang mencakup kondisi kesehatan dan bebas dari kekerasan. 

d) Melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul dalam 

serikat pekerja seperti pekerja lainnya. 

e) Menginformasikan lowongan pekerjaan kepada penyandang disabilitas termasuk memberikan bantuan 

mencari, melamar, bekerja sampai penyandang disabilitas berhenti bekerja. 

f) Memberikan dorongan untuk bekerja secara mandiri dan membuka usaha secara mandiri. 

g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah. 

h) Memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat kerja. 

i) Pastikan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami perbudakan di tempat kerja atau melakukan pekerjaan 

yang terlalu berat. 

j) Memastikan hak penyandang disabilitas dan keluarganya untuk selalu menerima kebutuhan primer dan 

sekunder serta selalu mempromosikan larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 

 

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sesuai dengan martabat manusia dan untuk 

menghindari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 

antara lain meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta kemandirian penyandang 

disabilitas. Ada beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas untuk 

memastikan hak-haknya, antara lain: 

a. Menerapkan sistem kuota bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Sistem kuota yang berlaku di Indonesia terdiri 

dari kuota bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pemerintahan, BUMN, dan BUMD sebesar 2 (dua) 

persen sedangkan untuk sektor swasta, kuota bagi penyandang disabilitas adalah 1 (satu) persen dari total jumlah 

pekerja yang bekerja di perusahaan. Kuota mengenai penyandang disabilitas ini wajib dipenuhi oleh pemberi kerja 

dan memberikan kesempatan bagi pemberi kerja untuk membuka lowongan bagi penyandang disabilitas untuk 

bekerja di instansi/perusahaannya. 

b. Mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lingkungan yang 

inklusif. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban 

pengusaha. Lingkungan yang inklusif seperti tersedianya akses ke lantai atas dan bawah, kamar mandi ramah 

disabilitas, dan tempat kerja yang mendukung akan membuat penyandang disabilitas mudah beradaptasi dan bebas 

bergerak untuk bekerja. 

c. Mewajibkan pengusaha untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif. Pengusaha wajib bersikap adil dan tidak 

diskriminatif terhadap pekerja penyandang disabilitas. Bertindak adil dan tidak diskriminatif di sini terkait dengan 

upah dan jalur karier bagi penyandang disabilitas. 

d. Membentuk unit layanan disabilitas di daerah. Pembentukan unit layanan di daerah bertujuan untuk merencanakan 

perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi tentang rekrutmen, 

pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja dan pengembangan karir dan membantu pengusaha yang 

mempekerjakan penyandang disabilitas dan membantu penyandang disabilitas sendiri dalam mencari pekerjaan. 

e. Ada sanksi bagi pemberi kerja yang menghalangi penyandang disabilitas untuk bekerja. 

 

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi warganya. Penyandang disabilitas 

merupakan kelompok yang lemah dan berhak dilindungi haknya, terutama hak-hak di bidang ketenagakerjaan. Dengan 

perlindungan ini, maka akan tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

SIMPULAN 

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang 

secara alamiah melekat pada manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipelihara. Salah satunya 

adalah untuk penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas: "Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 
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intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat 

dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. penuh dan efektif atas dasar persamaan hak". 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia untuk memberikan 

kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, salah satunya penyandang disabilitas yang 

kebutuhannya harus dilindungi dan dipenuhi. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan 

yang sama dengan orang lain, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang akan 

mendaftar sebagai CPNS. Namun, pada tahun 2018, sebanyak 2.892 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, 

mencakup hanya 0,013% dari total populasi penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu 21.843.588 orang. dari. Oleh 

karena itu, perlu diatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak yang 

sama. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain meningkatkan tingkat 

kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta kemandirian penyandang disabilitas. 
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